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ABSTRAKSI

ARNUS KOGOYA, NIM: 200811029 ------- “ Pentingnya Fungsi Koordinasi Dalam
Pelaksanaan Tugas Pegawai Pada Kantor Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya fungsi koordinasi dalam
pelaksanaan tugas pegawai di Kantor Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya. Variabel
bebas yang digunakan, yaitu pentingnya fungsi koordinasi dengan indikator kerjasama,
komunikasi, dan pendelegasian. Variabel terikat yang digunakan adalah pelaksanaan
administrasi kantor, wewenang, dan tanggung jawab. Sampel yang diambil pada
penelitian ini sebanyak 17 orang pegawai yang ada di Kantor Distrik Gamelia.
Pengambilan sampel ini didasarkan atas sampling jenuh dengan mengambil seluruh
populasi sebagai sampel karena kurang dari 30.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisa
data yang digunakan adalah persentase. Skala pengukuran yang dipakai adalah Skala
Likert dengan 3 (tiga) kategori, yaitu selalu, sering dan tidak pernah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya fungsi
koordinasi yang diukur dengan indikator kerjasama, komunikasi, dan pendelegasian
termasuk dalam predikat kurang sekali. hal ini terlihat dari persentase nilai rata-rata
untuk variabel ini adalah sebesar 24,18 persen. Sedangkan pelaksanaan tugas yang
diukur dengan indikator pekerjaan administrasi kantor, wewenang dan tanggung jawab
adalah sebesar 23,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas

belum mencapai hasil yang maksimal.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sesungguhnya merupakan salah satu
upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan
masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan
secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan
pembangunan selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam
kehidupan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada
pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk
mencapai tujuan tersebut.

Agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang
diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari
pimpinan dan para aparat pelaksana pembangunan. Koordinasi sebagai salah satu
cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksanaan
pembangunan atau unit kerja yang ada disuatu daerah guna menggalakan proses
pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntunan otonomi daerah
mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari
pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai.

Koordinasi merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan
berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan,
percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan
menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada
tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan
pelaksanaan pembangunan.Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan
tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan
memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat. Penetapan mekanisme dalam suatu
kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi pekerjaan atau mengorganisasi satu
kesatuan yang harmonis.

Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas untuk tetap

mengarahkan aktivitasnya ke arah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan



mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak. Pengkoordinasian
dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya
manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan
pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan
pembangunan untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai
suatu tujuan.

Tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan hendaknya mendapat
perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan.
Oleh karena itu kesempurnaan sistem koordinasi diharapkan mampu menjadikan
tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan menjadi tinggi. Unsur yang
menunjang efektivitas pelaksanaan pembangunan dari sudut pencapaian tujuan
bukan hanya mempertimbangkan sasaran, tetapi juga mekanismenya
mempertahankan diri dan manajemen sasaran. Kebutuhan akan pembangunan bagi
suatu daerah sudah jelas, yaitu introspeksi yang obyektif, keterusterangan mengenai
kekurangan, dan kesiapan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam pembangunan dibutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien
dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini
penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran
masyarakat sehingga kedua bela pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.
Seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang perencanaan
pembangunan dan pelaksanaanya harus berorientasi kebawah dan melibatkan
masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan pelaksanaan
pembangunan di tingkat daerah, dengan cara ini akan mampu menyerap partisipasi
masyarakat hingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan
memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Keinginan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan agar lebih
memberdayakan masyarakat dalam pembangunan secara umum telah diatur melalui
intruksi menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang mekanisme
pengendalian program pembangunan masuk desa serta peraturan menteri dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang pedoman penyusunan perencanaan dan
pengendalian pembangunan di daerah (P5D), menurut peraturan tersebut

penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara bertahap yang pada
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prinsipnya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up
planning) melalui sistem ini diharapkan terjadi peningkatan mutu perencanaan yang
komprehensif dan terpadu serta dapat menjaring aspirasi masyarakat dan kebutuhan
masyarakat dalam koridor pembangunan Nasional.

Distrik Gamelia merupakan salah satu distrik yang ada di Kabupaten Lanny
Jaya. Distrik ini merupakan salah satu distrik yang menjadi sasaran pembangunan di
Kabupaten Lanny Jaya. Berdasarkan pengamatan awal penulis terlihat bahwa
pelaksanaan pembangunan di Distrik Gamelia ini belum terkoordinasi secara
optimal oleh aparat pemerintah penyelenggara pembangunan, sehingga
penyelenggaraan pembangunan yang ada di Distrik Gamelia ini belum didukung
oleh pertumbuhan sarana dan prasarana yang representatif yang sesuai dengan
harapan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan belum berjalan sebagai mana
mestinya hal ini terlihat masih banyaknya fasilitas-fasilitas pelayanan umum yang
belum terbangun seperti jalan dan jembatan, sarana dan prasarana teknis lainnya
seperti perbaikan kantor kelurahan, perbaikan kantor PKK yang terlihat belum
memadai. Kondisi pembangunan yang terdapat di Distrik Gamelia seperti yang
diuraikan di atas tentunya akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan
pembangunan. Rendahnya tingkat pertumbuhan pembangunan yang terdapat di
Distrik  Gamelia tersebut diduga disebabkan kurangnya koordinasi dalam
pelaksanaaan tugas pegawai.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sesungguhnya merupakan salah satu
upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan
masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan
secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan
pembangunan selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi didalam
kehidupan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada
pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk
mencapai tujuan tersebut.

Koordinasi merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk
menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi
kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan,

menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah



sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha
mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan.Usaha yang dapat dilakukan untuk
mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah,
mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat.
Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi
pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang harmonis.

Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas untuk tetap
mengarahkan aktivitasnya ke arah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan
mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak. Pengkoordinasian
dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya
manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan
pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan
pembangunan untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai
suatu tujuan.

Koordinasi (coordination) dalam penyelenggaraan suatu sistem administrasi
merupakan salah satu tahapan kerja yang sangat penting untuk dilaksanakan.
Kepentingan ini timbul dari kenyataan bahwa pengorganisasian suatu pekerjaan itu
terdiri atas sejumlah unit kerja yang masing-masing unit mempunyai karakter, tugas
dan fungsi yang berbeda; namun keseluruhan unit kerja harus terarah kepada suatu
tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, koordinasi dapat dipandang sebagai salah
satu bagian perekat, penyelaras, atau pemaduan pelaksanaan kerja dari masing-
masing unit kerja sehingga menjadi satu kesatuan mekanisme kerja yang kompak
dan terarah kepada suatu tujuan serta target yang ditetapkan sebelumnya.

Disamping itu melalui koordinasi, berbagai masalah dan kendala
administrasi serta teknis operasional dapat diidentifikasi, dan kemudian dapat
dirumuskan solusinya. Artinya, di dalam pelaksanaan koordinasi itu dapat dibahas
berbagai hal yang terkait atau dibutuhkan untuk memperlancar dan atau
mengoptimalisasikan teknis pelaksanaan suatu rangkaian pekerjaan. Jadi, hakikat
tujuan pengkoordinasian adalah memperjelas, memadukan, menyelaraskan, dan
menyeimbangkan keseluruhan bagian atau unit kerja hingga menjadi kesatuan
proses kerja yang produktif, efektif dan efisien, menurut kebijakan-kebijakan yang

mendasari pekerjaan tersebut.



Apabila hakikat koordinasi yang demikian itu dapat ditampilkan dan
kemudian dikembangkan secara konsepsional, niscaya prestasi-prestasi kerja pada
masing-masing unit kerja akan dapat berkembang. Dan sebaliknya, banyak kasus
menunjukan bahwa lemahnya pelaksanaan koordinasi mengakibatkan proses
penyelesaian suatu pekerjaan menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Pasalnya,
setiap unit kerja mempunyai kaitan fungsional dan atau membutuhkan dukungan
fungsional dari unit kerja yang terkait. Keadaan ini tidak hanya berlaku di dalam
suatu instansi atau perusahaan (terutama instansi, perusahaan besar); tetapi berlaku
juga diantara instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang saling berkaitan,
karena adanya hubungan kerja atau hubungan kepentingan.

Dalam peningkatan keterpaduan melalui pola koordinasi pemerintah,
keterbukaan dan pemberian hak desa dan kelurahan untuk membangun daerhanya
dirasakan manfaat untuk kepentingan masyarakat. Namun demikian tidaklah
sepenuhnya harapan itu bisa dinikmati oleh rakyat seutuhnya, berbagai kelemahan-
kelemahann dijumpai termasuk kesiapan aparatur Kecamatan termasuk Sumber
daya manusianya, koordinasi dengan bertumpu pada penyatuan persepsi dengan
integritas dalam kesatuan tindakan dalam bekerja dan kesamaan gerak dalam
bekerja ini bvelum maksimal, ditambah lagi adanya kecebdrungan aparat dalam
bekerja sering muncul prbedaan dan penafsiran dalam melihat suatu kebijakan
akhirnya akan menunjukkan belum tercermin kompetensi dalam menyelenggarakan
sepenuhnya roda pemerintahan secara utuh.

Koordinasi merupakan suatu usaha penyesuaian bagian-bagian yang
berbeda agar kegiatan daripada bagian-bagian tersebut selesai pada waktunya,
sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usaha secara maksimal agar
diperoleh hasil secara keseluruhan.

Pendapat lain mengatakan koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk
menggerakkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau yang berbeda-beda agar
semuanya terarah pada pencapaian tujuan pada saat yang telah ditetapkan. Dari
fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan
mengaktifitaskan pembagian kerja. Koordinasi itu mutlak perlu dalam suatu
organisasi karena serangkaian kegiatan menyusun, menghubung-hubungkan,

menjelaskan, menyatupadukan orang-orang dalam pekerjaan dan aktivitas sehingga



semua unit berjalan secara terpadu dan harmonis guna mencapai tujuan bersama,
dengan adanya koordinasi dapat dihindari terjadinya konflik dan kesimpang siuran
dalam pelaksanaan kegiatan serta perbedaan pendapat dalam pencapaian sasaran dan
tujuan organisasi.

Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola
usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan
tindakan didalam mencapai tujuan bersama (Mec. Farland (Handayaningrat,
1985:89)

Secara umum koordinasi memiliki 5 (lima) unsur atau tujuan utama
sebagaiman yang dikemukakan oleh Hasibuan (2001;86), yaitu :
a)Untuk mencegah kekacauan, percekcokan dan kekembaran atau kekosongan
pekerjaan; b) Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan
untuk pencapaian tujuan organisasi; ¢) Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan
untuk mencapai tujuan; d) Agar semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-
masing individu karyawan harus saling membantu tercapainya tujuan organisasi; €)
Agar semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi pada sasaran yang
diinginkan.

Pendapat lain mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses
pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang
terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kebutuhan akan koordinasi tergantung
pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling
ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya. (Handoko, 2003:195-196).

Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi dengan tujuan untuk
memperjelas, memadukan, menyelaraskan, menyeimbangkan serta mengopti-
malisasikan pekerjaan yang melibatkan sejumlah unit kerja, mutlak harus dilakukan
oleh Kantor Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya dalam meningkatkan efektivitas
kerja pegawai.

Berangkat dari pernyataan di atas lembaga pemerintahan kecamatan masih
ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan dalam penyebaran pembangunan yang
tentunya dibutuhkan kesiapan dalam menjalankan berbagai aktivitas pembangunan,

yang harus dipahami bahwa aparat kecamatan dalam menjalankan fungsinya
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dituntut mampu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan agar kiranya dapat
seiring akan pelaksanaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Aparat telah
mengembang tugas dan tanggung jawab dalam Koordinasi dengan pemerintah baik
pusat, daerah maupun pihak Kecamatan dimana didalamnya terdapat beberapa
kelemahan-keleman dalam penyelenggaraannya termasuk kesadaran aparat akan
pentingnya fungsi koordinasi.

Tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan hendaknya mendapat
perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan.
Oleh karena itu kesempurnaan sistem koordinasi diharapkan mampu menjadikan
tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan menjadi tinggi. Unsur yang
menunjang efektivitas pelaksanaan pembangunan dari sudut pencapaian tujuan
bukan hanya mempertimbangkan sasaran, tetapi juga mekanismenya
mempertahankan diri dan manajemen sasaran. Kebutuhan akan pembangunan bagi
suatu daerah sudah jelas, yaitu introspeksi yang obyektif, keterusterangan mengenai
kekurangan, dan kesiapan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam
pembangunan dibutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi
pembiayaan dan efektif dari segi hasil.

Manusia sebagai inti dari sumber daya organisasi, mengadakan kerjasama
yang harmonis, rasional dan formal, dalam koordinasi dan integrasi tinggi guna
mencapai sasaran dan tujuan bersama ( individual, kelompok dan organisasi)
melalui mekanisme kerja, pembagian tugas dan fungsi yang telah ditentukan dan
disepakati bersama sebelumnya.

Suatu oraganisasi akan berhasil mencapai tujuan organisasinya apabila
terdapat koordinasi kerja yang baik antara satu bagian dengan bagian yang lain
dalam organisasi. tanpa adanya organisasi maka akan terjadi peran yang saling
tumpang tindih dalam organisasi tersebut yang akan mengakibatkan kegagalan
dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Dalam berbagai literatur dapat dijumpai berbagai arti koordinasi dimana
disebutkan bahwa koordinasi bersumber pada bahasa latin coordination berarti
‘kombinasi atau interaksi yang harmonis’’. interaksi yang harmonis diantara para
pegawai suatu organisasi, baik dalam hubungannya secara timbal balik maupun

secara horizontal diantara para pegawai secara timbal balik pula. demikian pula
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interaksi antara pimpinan organisasi, apakah ia manajer tingkat tinggi (top manager)
atau manajer tingkat menengah( middle manager) dengan masyarakat luar
organisasai ( Effendi, 2001:116).

Distrik Gamelia merupakan salah satu distrik yang ada di Kabupaten Lanny
Jaya. Distrik ini merupakan salah satu distrik yang menjadi sasaran pembangunan di
Kabupaten Lanny Jaya. Berdasarkan pengamatan awal penulis terlihat bahwa
pelaksanaan pembangunan di Distrik Gamelia ini belum terkoordinasi secara
optimal oleh aparat pemerintah penyelenggara pembangunan, sehingga
penyelenggaraan pembangunan yang ada di Distrik Gamelia ini belum didukung
oleh pertumbuhan sarana dan prasarana yang representatif yang sesuai dengan
harapan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan belum berjalan sebagaimana
mestinya hal ini terlihat masih banyaknya fasilitas-fasilitas pelayanan umum yang
belum terbangun seperti jalan dan jembatan, sarana dan prasarana teknis lainnya
seperti perbaikan kantor distrik, perbaikan prasarana yang terlihat belum memadai.
Kondisi pembangunan yang terdapat di Distrik Gamelia seperti yang diuraikan di
atas tentunya akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan pembangunan.
Rendahnya tingkat pertumbuhan pembangunan yang terdapat di Distrik Gamelia
tersebut diduga disebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaaan tugas
pegawai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul
“Pentingnya Fungsi Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai Pada

Kantor Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari
masalah penelitian yang akan diteliti Husuini dan Purnomo, (2006:23).

Batasan masalah dalam penulisan ilmiah ini, penulis membatasi pada
Pentingnya Fungsi Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai Pada Kantor
Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya dengan aspek : (1) kerjasama, (2)
komunikasi, (3) pendelegasian dan (1) pekerjaan administrasi kantor, (2) wewenang,

serta (3) tanggung jawab.



C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan
masalah dalam penelitian ini adalah ““Apakah ada Fungsi Koordinasi Dalam

Pelaksanaan Tugas Pegawai pada Kantor Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya™?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui Pentingya Fungsi Koordinasi Dalam
Pelaksanaan Tugas Pegawai Pada Kantor Distrik Gamelia Kabupaten Lanny

Jaya.

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan
Sugiyono, (2006:200) ada pun kegunaan dalam penelitian ini adalah :
a. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pithak pegawai distrik dalam rangka mengatasi fungsi koordinasi dalam
pelaksanaan tugas pegawai Pada Kantor Distrik Gamelia Kabupaten Lanny
Jaya.
b. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi akan penelitian
selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna
untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya kajian ilmu

administrasi negara.
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A. Kajian Teori

1.

Pengertian Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu usaha penyesuaian bagian-bagian yang
berbeda agar kegiatan daripada bagian-bagian tersebut selesai pada waktunya,
sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usaha secara maksimal
agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Pendapat lain mengatakan koordinasi diartikan sebagai kewenangan
untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau yang berbeda-beda
agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan pada saat yang telah ditetapkan.
Dari fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif
spesialisasi dan mengaktifitaskan pembagian kerja. Koordinasi itu mutlak perlu
dalam suatu organisasi karena serangkaian kegiatan menyusun, menghubung-
hubungkan, menjelaskan, menyatupadukan orang-orang dalam pekerjaan dan
aktivitas sehingga semua unit berjalan secara terpadu dan harmonis guna
mencapai tujuan bersama, dengan adanya koordinasi dapat dihindari terjadinya
konflik dan kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kegiatan serta perbedaan
pendapat dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola
usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan
tindakan di dalam mencapai tujuan bersama Handayaningrat, (1985:89)

Secara umum koordinasi memiliki 5 (lima) unsur atau tujuan utama
sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan (2001:86), yaitu :

a) Untuk mencegah kekacauan, percekcokan dan kekembaran atau kekosongan
pekerjaan;

b) Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk
pencapaian tujuan organisasi;

c) Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan;

d) Agar semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu
karyawan harus saling membantu tercapainya tujuan organisasi;

e) Agar semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi pada sasaran yang

diinginkan.
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Pendapat lain mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses
pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang
terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk
mencapail tujuan organisasi secara efisien. Kebutuhan akan koordinasi
tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan
derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya
Handoko, (2003:195-196).

Menurut Engkoswara dan Komariah (2010:148), koordinasi adalah
merupakan satu asas organisasi yang sangat penting terutama untuk menjaga
keselarasan, keseimbangan tugas dari masing-masing bagian, dan ketepatan
distribusi para pekerja dalam suatu organisasi. Hal ini dapat menghindari
adanya bagian yang kelebihan tenaga, sedangkan di pihak lain ada bagian yang
tidak mencukupi tugasnya.

Koordinasi mengimplikasi bahwa elemen-elemen sebuah organisasi
saling berhubungan dan menunjukkan keterkaitan sedemikian rupa, hingga
semua orang melaksanakan tindakan tepat pada waktu yang tepat dalam rangka
upaya mencapai tujuan Winardi,(2010:348).

Pentingnya fungsi koordinasi dipandang karena memberikan beberapa
manfaat bagi organisasi itu sendiri, diantaranya :

a) Dapat menghindari perasaan saling lepas antar bagian dan petugas
organisasi;

b) Dapat menghindari saling mengandalkan posisi dan pertengkaran antara
sesama pejabat antara bagian dalam organisasi,

¢) Dapat menghindari kekembaran tugas dan kekosongan pelaksanaan bagian
tertentu dalam organisasi;

d) Mendorong pejabat untuk saling bantu dan memberitahukan masalah yang
dihadapi kepada bagian-bagian lain dalam suatu organisasi, dan banyak lagi
keuntungan yang lainnya.

Di samping itu kurangnya koordinasi dapat menimbulkan pengaruh
yang kurang baik seperti :

- Saling melemparkan tanggung jawab jika terjadi kekeliruan pada organisasi.
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- Pencapaian tujuan organisasi tidak lancar karena situasi dalam organisasi serba
kacau balau.

Menurut Winardi (2010:389), bahwa koordinasi merupakan proses di
mana aktivitas individu dan kelompok dikaitkan satu sama lain, guna
memastikan bahwa tercapainya tujuan bersama.

Pentingnya fungsi koordinasi menyediakan komunikasi tepat antara
komponen-komponen organisasitator, dan memungkinkan mereka untuk
memahami aktivitas mereka satu sama lain, dan membantu mereka untuk
bekerjasama dengan baik dalam arus kerja umum.

Ada 2 (dua) macam dimensi koordinasi yang perlu dilaksanakan
Winardi, (2010:389), yaitu :

a) Koordinasi Vertikal
b) Koordinasi Horizontal

Koordinasi vertikal adalah mengkoordinasi aktivitas para individu
dan kelompok ke atas dan ke bawah pada hierarki otoritas.

Koordinasi horizontal sebaiknya melintas melalui organisasi yang
bersangkutan guna mengkoordinasi aktivitas individu dan kelompok yang
bekerja pada atau dekat dengan tingkat sama dalam hierarki yang ada. Perlu
diingat bahwa seseorang manajer efektif menjalankan spelialisasi maupun
koordinasi dengan baik dalam rangka tugasnya memenuhi tanggung jawab
dalam bidang pengorganisasi.

a. Koordinasi Vertikal

Mengatur  orang-orang dan sumber-sumber daya dalam
departemen hanya bagian tertentu saja dari tanggung jawab
pengorganisasian seorang manajer. Di samping itu perlu ia
mengkoordinasi hasil-hasil agar tujuan organisasi yang bersangkutan
dapat dicapai dengan baik.

Berbagai macam bagian yang dideferensiasi perlu dikombinasikan
dalam satu keseluruhan yang berfungsi dengan baik. Adapun elemen
sentral pada proses koordinasi tersebut, otoritas adalah hak untuk
melaksanakan tindakan-tindakan tertentu dan hak untuk menggunakan

sumber daya.
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Otoritas formal tercakup dalam posisi manajerial, dan para
manajer berhak untuk bertindak atas nama organisasi mereka, dan
melaksanakan otoritas atas seorang atau beberapa orang. Arus otoritas ke
atas dan ke bawah dari tingkat manajerial tertentu ke tingkat manajerial
berikutnya, menunjukkan hierarki otoritas organisasi yang bersangkutan.
Koordinasi vertikal merupakan proses di mana hierarki otoritas tersebut
digunakan guna membantu mengintegrasikan komponen terpisah dan
yang terpelialisasi dari sebuah organisasi tertentu.

Ada 4 (empat) elemen fundamental pada koordinasi vertikal, yaitu

1) Rantai komando (Chain of Command)

2) Rentang pengawasan (Spain of Control)

3) Pendelegasian (Delegation)

4) Sentralisasi-Desentralisasi (Centralization-Decentralization)
. Koordinasi Horizontal

Kordinasi horizontal adalah proses melalui apa aktivitas diintegrasi
melalui tingkatan-tingkatan dan bukan ke atas atau ke bawah rantai komando.
Bentuk departemenanisasi matriks, merupakan sebuah kontrol tentang
bagaimana organisasi-organisasi dapat distruktur untuk mendistribusi otoritas
dengan cara demikian rupa, hingga dapat memperbaiki koordinasi horizontal
melalui penciptaan hubungan-hubungan lateral yang efektif. Di dalamnya
termasuk pembentukan tim-tim fungsional silang, satu-satuan tugas (7ask
Force) dan personil penghubung (Liason Personal). Dalam hal perbincangan
koordinasi horizontal pada organisasi-organisasi perlu kita terlebih dahulu
berbicara tentang soal otoritas fungsional dan hubungan-hubungan antara
garis (lini) dan staf.

Koordinasi horizontal memerlukan otoritas untuk bertindak melalui
dan bukan antara tingkatan-tingkatan hierarki. Otoritas fungsional adalah
otoritas untuk bertindak dalam kaitannya dengan aktivitas orang-orang lain
atau unit-unit tertentu yang berada di luar rantai komando formal. Secara

tipikal ia berlandaskan ekspresif terpelialisasi atau pemilikan informasi
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teknik tertentu, dan ia hanya mencakup persoalan-persoalan yang berkaitan
dengan hal tersebut.

Para manajer yang bekerjasama dengan para departemen-departemen
teknikal seperti misalnya departemen akunting, personalia, hukum, keuangan,
dan bidang perekayasaan, seringkali memanfaatkan otoritas fungsional untuk
memenuhi peranan-peranan mereka dalam pembagian kerja suatu organisasi.
Cara lain untuk mencapai koordinasi horizontal adalah apabila digunakan
suatu pembagian jelas antara unit-unit lini dan unit staf.

Peranan para manajer staf adalah untuk membantu aktivitas manajer
lini dengan jalan memberikan advis dan bantuan teknikal dalam bidang
eksperitas mereka masing-masing. Apabila peranan staf demikian
dilaksanakan secara efektif maka, hal tersebut membantu pencapaian
tindakan-tindakan yang seragam dan terkoordinasi sehubungan dengan
persoalan-persoalan teknikal yang bersifat relevan. Perbedaan antara lini dan
staf tidak sekali jelas dan konflik pada hubungan kerja antara personalia lini
dan staf, kadang-kadang menimbulkan aneka macam persoalan.

Dalam hubungan ini ada baiknya memberikan suatu perintah
penjelasan melalui suatu kontinum tentang otoritas staf, sechubungan dengan
personalia lini. Pada suatu ekstrim, staf hanya mempunyai fungsi memberi
advis saja dalam bidang otoritasnya. Seseorang staf dapat dikonsultasi
apabila seorang manajer memerlukannya tetapi apakah advisnya akan
diterima atau tidak tergantung pula pada manajer yang bersangkutan. Di lain
ekstrim, terdapat apa yang dinamakan otoritas fungsional. Di sini staf dapat
mengarahkan sang manajer lini tentang hal-hal yang termasuk bidang
ekspertis teknikal staf yang bersangkutan.

Nitisemito, (1982) mengartikan koordinasi adalah upaya yang
dilaksanakan pemimpin unit kerja guna mencapai keselarasan, keserasian dan
keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan
semua unit kerja agar tercapai hubungan daya guna yang sebesar-besarnya.

Menurut Ali Mufiz, (1984) koordinasi adalah sebagai pengantar
secara tertib usaha kelompok, untuk memberikan kesatuan tindakan dalam

mengejar satu tujuan tertentu. Pendapat lain mengemukakan pengertian
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koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran dan kegiatan-kegiatan dari

unit-unit yang terpisahkan dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan

organisasi secara efisien.

Menurut Handoko, (1999:20) koordinasi (coordination) adalah
proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-
satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi
individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan
atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar
kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi
secara menyeluruh.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1997)
koordinasi dalam pemerintahan pada hakekatnya merupakan upaya
memadukan, menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling
berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Koordinasi perlu dilaksanakan mulai
dari proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada
pengawasan dan pengendaliannya. Dalam kaitannya dengan pembangunan
koordinasi perlu diterapkan mulai dari antar bagian proyek, program, sektor,
sub sektor sampai antar bidang.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1997)
ada 2 (dua) jenis koordinasi dalam pemerintahan dan pembangunan, yaitu :

1) Koordinasi hierarki (vertikal) yang dilakukan oleh seorang pejabat
pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau
instansi bawahannya.

2) Koordinasi fungsional yang dilakukan oleh seorang pejabat atau instansi
lainnya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan atas fungsionalisasi.
Dalam koordinasi fungsional ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian
yaitu :

a. Koordinasi fungsional horizontal dilakukan oleh seorang pejabat atau

suatu unit/instansi terdapat pejabat atau unit/instansi yang setingkat.
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b. Koordinasi fungsional diagonal dilakukan oleh seorang pejabat atau
suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang lebih rendah
tingkatannya tetapi bukan bawahannya.

c. Koordinasi fungsional teritorial dilakukan oleh seorang pejabat
pimpinan atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang
berada dalam suatu wilayah (teritorial) menjadi wewenang atau tersebut
tanggung jawabnya selaku penguasa atau penanggung jawab tunggal.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam koordinasi antara lain :

a) Koordinasi sudah harus dimulai pada saat perumusan kebijaksanaan;

b) Perlu ditentukan secara jelas siapa atau satuan kerja mana yang secara
fungsional berwenang dan bertanggung jawab atas sesuatu masalah;

c) Pejabat atau instansi yang secara fungsional, berwenang, dan bertanggung
jawab mengenai suatu masalah, berkewajiban memprakarsai dalam
penyelenggaraan koordinasi;

d) Perlu adanya kejelasan wewenang, tanggung jawab dan tugas unit/instansi
yang terkait;

e) Perlu dirumuskan program kerja organisasi secara jelas yang memperlihatkan
keserasian kegiatan di antara satuan-satuan kerja;

f) Perlu menetapkan prosedur dan tata cara melaksanakan koordinasi;

g) Perlu dikembangkan komunikasi timbal balik (feedback) untuk menciptakan
kesatuan bahasa dan kerjasama;

h) Koordinasi akan lebih efektif apabila pejabat yang berkewajiban
mengkoordinasikan mempunyai kemampuan kepemimpinan dan kredibilitas
yang sangat tinggi;

1) Dalam pelaksanaan tugas koordinasi perlu dipilih sarana koordinasi yang
paling tepat;

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan koordinasi

meliputi :

a) Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas-tugas yang dilaksanakan

hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi

untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
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b) Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling
penting dibandingkan dengan tugas-tugas yang lainnya.

¢) Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.

d) Kurang jelasnya rumusan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari
masing-masing pejabat atau satuan organisasi.

e) Adanya prosedur dan tata cara kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan
tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerja sama.

f) Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang
disebabkan oleh kurang kecakapan, wewenang, kewajiban dan lain-lain.

g) Kurang adanya forum komunikasi di antara para pejabat yang bersangkutan
yang dapat dilakukan dengan saling menukar informasi dan diciptakan
adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.

h) Timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis
dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diperhatikan
oleh organisasi dengan harapan para spesialisasi ini memainkan peranan yang
tidak lepas dari kaitannya dengan hal-hal yang lebih umum dan lebih luas.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1997)
diadakan koordinasi perlu memperhatikan saran atau mekanisme antara lain :

1. Kebijaksanaan sebagai alat koordinasi memberikan arah tujuan yang harus
dicapai oleh segenap organisasi atau instansi sebagai pedoman, pegangan atau
bimbingan untuk mencapai kesepakatan sehingga tercapai keterpaduan,
keselarasan dan keserasian dalam mencapai tujuan.

2. Rencana dapat digunakan sebagai alat koordinasi karena diadakan rencana
yang baik tertuang secara jelas sasaran, cara melakukan, waktu pelaksanaan,
orang yang melaksanakan dan lokasi.

3. Prosedur dan tata kerja pada prinsipnya dapat digunakan sebagai alat
koordinasi untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang.

4. Untuk menyatukan bahasa dan saling pengertian mengenai sesuatu masalah,
dapat digunakan sebagai sarana koordinasi.

5. Badan sebagai wadah koordinasi dibentuk untuk menangani masalah yang

bersifat kompleks sulit dan terus menerus serta belum ada sesuatu yang secara
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fungsional menangani atau mungkin dilaksanakan oleh sesuatu instansi
fungsional yang sudah ada.

Indikator-indikator dari Pentingnya Fungsi Koordinasi adalah sebagai
berikut :
a. Pengertian Kerjasama

Menurut Pamudji (1985:12-13), Kerjasama pada hakekatnya
mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara
dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu
terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama,
yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama.
Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat
dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama.
Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama
lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan
bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak
ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka
hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi
meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi
yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat
dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa
menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang,
serasi dan selaras.

Tangkilisan (2005:86) dalam Manajemen Publik, memandang
kerjasama perlu diadakan dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin
akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan
tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Bowo dan Andy (2007:50-51), menjelaskan bahwa dalam
pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama. Pelaksanaan
kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi
semua pihak yang terlibat di dalamnya(win-win). Apabila satu pihak
dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi.

Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama,
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perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama

terhadap tujuan bersama.

Adapun manfaat kerjasama sangat besar bagi kehidupan makhluk

hidup khususnya manusia, manfaat kerjasama menurut H. Kusnadi (2003)

mengatakan bahwa berdasarkan penelitian kerjasama mempunyai beberapa

manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan
peningkatan produktivitas.

2. Kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih
produktif, efektif, dan efisien.

3. Kerjasama  mendorong  terciptanya  sinergi  schingga  biaya
operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan
kemampuan bersaing meningkat.

4. Kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak
terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan.

5. Kerjasama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat
kelompok.

6. Kerjasama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang
terjadi di lingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga

dan melestarikan situasi dan kondisi yang lebih baik.

. Komunikasi
Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi
atau pesan antara dua orang atau lebih dengan cara yang efektif, sehingga
pesan yang dimaksud dapat dimengerti.
Keith Davis (2010:213) dalam bukunya “Human Relation At
Work” menyebutkan sebagai berikut, “Communication in the process of
passing information and understanding from one person to another”,
artinya komunikasi merupakan proses penyampaian dan pemahaman dari
seseorang kepada orang lain.

Dalam penyampaian atau penerimaan informasi ada dua pihak yang

terlibat yaitu :
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1. Komunikator : Orang / kelompok orang yang menyampaikan informasi
atau pesan
2. Komunikan : orang atau kelompok orang yang menerima pesan.

Dalam berkomunikasi keberhasilan komunikator atau komunikan
sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: Cakap, Pengetahuan, Sikap,
Sistem Sosial, Kondisi lahiriah. Menurut Lasswell, Effendy (1994:11-19)
membedakan proses komunikasi menjadi dua tahap, yaitu:

1) Proses komunikasi secara primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian
pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan
menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai
media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal (bahasa),
dan pesan nonverbal (kial/gesture, isyarat, gambar, warna, dan lain
sebagainya) yang secara langsung dapat/mampu menerjemahkan pikiran
dan atau perasaan komunikator kepada komunikan.

Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam
pesan yang diterima oleh komunikan. Dengan kata lain, komunikasi
adalah proses membuat pesan yang setara bagi komunikator dan
komunikan. Prosesnya sebagai berikut, pertama-tama komunikator
menyandi (encode) pesan yang akan disampaikan kepada komunikan.
Ini berarti komunikator memformulasikan pikiran dan atau perasaannya
ke dalam lambang (bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti oleh
komunikan. Kemudian giliran komunikan untuk menterjemahkan
(decode) pesan dari komunikator. Ini berarti ia menafsirkan lambang
yang mengandung pikiran dan atau perasaan komunikator tadi dalam
konteks pengertian. Yang penting dalam proses penyandian (coding)
adalah komunikator dapat menyandi dan komunikan dapat
menerjemahkan sandi tersebut (terdapat kesamaan makna).

2) Proses komunikasi sekunder
Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian

pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat
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atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai
media pertama.

Seorang komunikator menggunakan media ke dua dalam
menyampaikan komunikasi karena komunikan sebagai sasaran berada
di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon,
teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, flim, dan sebagainya adalah
media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Proses
komunikasi secara sekunder itu menggunakan media yang dapat
diklasifikasikan sebagai media massa (surat kabar, televisi, radio, dan
sebagainya) dan media nirmassa (telepon, surat, megapon, dan
sebagainya).

Dari penjabaran di atas, komunikasi berperan penting bagi
kehidupan manusia, karena manusia itu sendiri dikenal sebagai makhluk
sosial. Setiap saat pasti manusia di dunia ini melakukan komunikasi,
baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal.

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh

seseorang kepada orang lain Effendy, (1986:4).

. Pendelegasian

Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pendelegasian adalah pelimpahan kekuasaan, wewenang dan
tanggung jawab kepada orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya
rutinitas sebaiknya didelegasikan ke orang lain agar seorang manajer dapat
menggunakan waktunya itu untuk melakukan tugasnya sebagai seorang
manajer.

Pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk
menugaskan/stafnya/bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas
manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan
kekuasaan kepada staf/bawahan tersebut, sehingga bawahan itu dapat
melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya serta dapat mempertanggung

jawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya, Manulang, (1988).
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Pendelegasian merupakan proses penugasan, wewenang dan
tanggung jawab kepada bawahan, Sujak, (1990).

Delegasai wewenang adalah proses yang paling fundamental dalam
organisasi, sebab pimpinan tak sanggup melakukan segala sesuatu dan
membuat setiap keputusan.

Pendelegasian (pelimpahan wewenang) merupakan salah satu elemen
penting dalam fungsi pembinaan.Sebagai manajer perawat dan bidan
menerima prinsip-prinsip delegasi agar menjadi lebih produktif dalam
melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Delegasi wewenang adalah
proses dimana manajer mengalokasikan wewenang kepada bawahannya.

Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris “to manage” yang berarti
mengatur, menata, mengelola, mengurus dan sebagainya. Sedangkan “to
manage” berasal dari bahasa Italia (Latin) “mannagia” yang berarti tangan.
Menurut H.Koontz dan O.Donnel dalam bukunya “Principles of Management”
mengemukakan definisi manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu
tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang lain. Dari definisi ini
manajemen dititik beratkan pada usaha pemanfaatan orang lain dalam
pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka orang-orang di dalam
organisasi harus jelas wewenang, tanggung jawab, dan tugas pekerjaan (job
description).

Manajemen menurut George R. Terry dalam Sutopo, (2000:23)
dikemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk
memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang
lain. Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-
tindakan yang dimulai dari penentuan tujuan sampai pengawasan, dimana
masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang
diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang ditetapkan
sebelumnya.

Dengan demikian manajemen tergolong ke dalam ilmu pengetahuan
karena memiliki persyaratan keilmuan, yaitu memiliki prinsip-prinsip, metode-

metode, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang merupakan suatu
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kesatuan dalam sistem yang berlaku secara umum dimana dapat memecahkan
permasalahan atas setiap problem yang timbul dibidang manajemen.
Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan tertentu melalui kerjasama
dengan orang lain, dimana dapat dimanfaatkan sebagai sumber manajemen.
Manajemen mempunyai kegiatan tertentu yang dapat dilakukan sendiri-sendiri
tanpa menunggu selesainya kegiatan, sekalipun kegiatan yang satu dengan
lainnya saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen berdasarkan ilmu adalah manajemen yang berciri ilmu dan
dilaksanakan dengan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penyelidikan dan
eksperimen, dipergunakan dalam berbagai bidang manajemen. Ilmu manajmen
mempunyai ruang lingkup yang cukup jelas, dimana manajemen meliputi semua
tugas dan fungsi yang berhubungan dengan permulaan dari suatu perusahaan,
pembelajaran suatu tujuan yang penting, menyediakan suatu peralatan yang
perlu, perencanaan dari suatu bentuk organisasi dibawah perusahaan itu bekerja
dan pemilihan pekerja-pekerja. Aktivitas manajemen dimaksudkan sebagai
kegiatan atau fungsi yang dilakukan oleh setiap manajer. Jadi dengan kata lain,
segenap orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu
disebut manajemen. Kegiatan-kegiatan manajer dan aktivitas manajer itu adalah
planning, organization, staffing, directing dan controling. Ini sering pula
disebut dengan istilah proses manajemen, fungsi-fungsi manajemen, bahkan ada
yang menyebutnya unsur-unsur manajemen Manullang (2008:4).

Dari pengertian manajemen adalah yang dikemukakan oleh para ahli
tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
a) Manajemen adalah kegiatan untuk mencapai sesuatu hasil melalui orang lain;
b) Manajemen ditujukan kepada usaha-usaha kelompok dan bukan usaha
perorangan;
c) Manajemen selalu berhubungan dengan penentuan dan pencapaian tujuan;
d) Manajemen adalah suatu yang tidak dapat dilihat secara nyata, tetapi hasilnya

jelas kelihatan;

3. Pengertian Pelaksanaan Tugas
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Dalam pencapaian tujuannya setiap organisasi dipengaruhi oleh perilaku
organisasi yang merupakan pencerminan dari perilaku dan sikap para pelaku
yang terdapat dalam organisasi. Kegiatan yang lazim dinilai dalam suatu
organisasi adalah kinerja seseorang di organisasi itu, yakni bagaimana ia
melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan
atau peranan dalam organisasi Sutrisno (2010:170).

Selanjutnya Sutrisno mengatakan bahwa 2 (dua) jenis tugas pekerjaan
mencakup unsur-unsur penting kinerja adalah tugas fungsional dan tugas
perilaku. Tugas fungsional berkaitan dengan seberapa pegawai menyelesaikan
pekerjaan, termasuk terutama menyelesaikan aspek-aspek teknis pekerjaan.
Tugas perilaku berkaitan dengan seberapa pegawai menangani kegiatan antara
personal dengan anggota lain organisasi, termasuk mengatasi konflik, mengelola
waktu, memberdayakan orang lain, bekerja dalam sebuah kelompok dan bekerja
secara mandiri.

Pelaksanaan tugas khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil selalu disusun
dalam bentuk tugas pokok dan fungsinya. Menurut Fayor dalam Syamsi,
(1994:140) prinsip-prinsip organisasi adalah :

1) Pembagian tugas pekerjaan;

2) Kesatuan pengarahan,;

3) Sentralisasi dan,;

4) Mata rantai tingkat jenjang organisast;

Sementara Max Weber menyatakan :

1) Semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi harus
didasarkan keahlian, sehingga pemegang jabatan mampu menjalankan tugas
dengan baik.

2) Pelaksanaan tugas pekerjaan harus sesuai dengan kebijaksanaan, peraturan dan
prosedurnya.

3) Setiap pelaksanaan tugas pekerjaan  harus dapat dipertanggung jawabkan
kepada atasan melalui mata rantai tingkat unit dalam organisasi.

4) Semua keputusan harus diambil secara formal dan tidak ada pertimbangan

yang bersifat pribadi.
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5) Hal-hal yang menyangkut bidang kepegawaian harus didasarkan pada sistem

kecakapan dalam.

Syamsi, (1994:15-30) lebih lanjut mengemukakan bahwa dalam

penyusunan tugas pokok dan fungsi hendaknya mengikuti prinsip berorganisasi

adalah sebagai berikut :

a. Perumusan tujuan yang jelas

Hal-hal yang harus diperhatikan agar tujuan dapat dicapai dengan

efektif adalah :

D

2)

3)

4)

S)
6)

Individu yang nantinya harus bertanggung jawab atas tercapainya tujuan
hendaknya dilibatkan dalam perumusan tujuan, karena merekalah yang
lebih mengetahuinya;

Dalam perumusan tujuan ada pembagian tugas; pucuk pimpinan
merumuskan tujuan umum, kemudian pimpinan tingkat menengah
menjabarkan dan merumuskan tujuan sesuai dengan bidang unit yang
dipimpinnya, sedangkan pimpinan tingkat menjabarkan lebih lanjut;
Tujuan bidang atau fungsional tidak boleh bertentangan dengan tujuan
umum;

Tujuan harus serealitas mungkin, dalam arti khusus disesuaikan dengan
keadaan lingkungan ekstern dan kondisi intern organisasi;

Tujuan harus jelas batas-batas yang hendak dicapainya;

Apabila tujuan organisasi ternyata tidak dapat dicapai sepenuhnya, maka
pimpinan harus meneliti apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya,

kemudian mengadakan tindakan koreksi.

b. Pembagian tugas pekerjaan

Setelah tujuan dirumuskan dengan jelas ke dalam tugas pokok, maka

untuk melaksanakan sepenuhnya perlu adanya pengelompokan tugas ke dalam

unit kerja, yang juga dinamakan departemen. Tugas pokok dijabarkan lagi

dalam kegiatan. Jadi dalam membagi tugas apapun perlu mengikuti pedoman-

pedoman yakni :

D)
2)
3)

Tujuan harus dijabarkan ke dalam tugas pokok;
Tugas pokok kemudian dijabarkan ke dalam fungsi;

Fungsi diikuti dengan kegiatan-kegiatan;
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4) Setiap pejabat/pegawai harus diberi tugas yang harus dijalankan;
5) Meskipun tugasnya bervariasi, tetapi satu dengan lainnya sangat berkaitan;
6) Penempatan kedudukan setiap pejabat/pegawai sesuai dengan bidang
keahliannya;
7) Beban tugas dibuat sesama rata mungkin sehingga tercipta keadilan,
kepuasan dan kegairah kerja;
8) Pengurangan dan penambahan volume kerja; dan
9) Pergeseran pegawai haruslah berdasarkan pada penciptaan kondisi kerja
yang lebih baik atau sifatnya mendidik.
. Banyaknya tingkat hierarki
Yang dimaksud dengan tingkatan hierarki di sini adalah banyaknya
tingkatan unit kerja dalam suatu organisasi, sebaiknya jangan terlalu banyak,
sebab perintah dari pucuk pimpinan yang harus sampai juga pada unit kerja
paling bawah dapat kurang sesuai lagi.
. Kesatuan perintah dan pengarahan
Setiap bawahan memang sebaiknya hanya mempunyai satu atasan
yang boleh memerintah sekaligus wajib memberikan pengarahan. Kalau yang
memerintah bawahan, maka kemungkinan besar akan terjadi kebingungan.
Demikian dalam memerintah haruslah diatur sedemikian rupa yang tidak
saling bertentangan.
. Unit kerja merupakan bagian dari keseluruhan dalam organisasi
Harus selalu diingat bahwa masing-masing unit kerja memang
mempunyai tugas tertentu di satu pihak. Namun di lain pihak unit kerja itu pun
merupakan bagian dari organisasi secara keseluruhan. Dan bahwa pelaksanaan
tugas yang dilakukan oleh seorang aparatur pegawai khususnya Pegawai

Negeri Sipil tidaklah terlepas dari tugas pokok maupun fungsinya.

Indikator-indikator daripada Pelaksanaan Tugas adalah sebagai berikut :

Administrasi

Admosudirjo (2003:21), memberikan definisi administrasi sebagai
fungsi dan kegiatan adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan

terarah langsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi
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modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang
berlangsung di dalamnya.

Menurut Siagian (1992:2), memberikan definisi administrasi, yaitu
keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang manusia atau lebih yang
didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana
tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Administrasi mempunyai arti
ganda, yaitu arti sempit dan luas. Administrasi dalam arti sempit adalah Tata
Usaha atau pekerjaan surat menyurat, arsip, catat mencatat dan ekspedisi.
Administrasi dalam arti luas adalah :

a) Administrator apabila yang dimaksud pegawai negeri dalam pangkat ahli
tata usaha berdasarkan peraturan Gaji Pegawai Negeri Indonesia.

b) Daerah administrasi yaitu daerah pemerintahan.

¢) Hukum administrasi atau administratif atau bestuursrecht.

Menurut Nawawi (2003:13), administrasi adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama kelompok
manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Administrasi yang berasal dari istilah administration mengandung
berbagai makna dan pengertian mulai dari yang paling sempit sampai kepada
yang paling luas yang semuanya sekaligus dapat ditemukan dalam suatu
lingkungan tertentu disebut organisasi. Dalam arti sempit administrasi berarti
urusan yang bersangkut paut dengan pekerjaan tulis menulis. Orang
melakukan kegiatan ini pun biasanya disebut juru tulis. Masih dalam
pengertiannya yang terbatas itu namun sudah agak meluas bila lama
administrasi diartikan sebagai tata usaha atau pekerjaan perkantoran.
Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah peranan yang ditampilkan oleh
pimpinan tingkat atas atau suatu organisasi, terutama dalam hubungan
pimpinan tingkat atas itu dengan hal-hal dan di pihak lain di luar anatomi
organisasi yang dipimpinnya. Dalam kedudukan dan peran yang demikian itu
pimpinan tingkat atas seringkali disebut administrator.

Dari definisi para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

administrasi mempunyai pengertian yang sama dengan manajemen yaitu :
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a) Adanya kerja sama

b) Banyak orang

c¢) Untuk mencapai tujuan tertentu

Komponen-komponen administrasi, yaitu :
1) Manajemen

Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris “7To Manage” yang berarti
mengatur, menata, mengelola dan mengurus, sedangkan berasal dari bahasa

Italia “To Maneggio” yang berarti tangan.

Beberapa pendapat tentang manajemen oleh Siagian (2003:2), yaitu :

a) Manajemen sebagai suatu sistem adalah suatu kerangka kerja yang terdiri
dari beberapa bagian/komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan,
yang diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

b) Manajemen sebagai suatu proses adalah serangkaian tahap kegiatan yang
diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan semaksimal
mungkin sumber-sumber yang ada.

c) Manajemen sebagai suatu fungsi, manajemen mempunyai kegiatan-kegiatan
tertentu yang dapat dilakukan sendiri-sendiri tanpa menunggu selesainya
kegiatan saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2) Organisasi

Pengertian organisasi menurut Siagian dalam Silalahi (2007:124),
adalah setiap bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerja
sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu
ikatan hierarki di mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau
sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok
yang disebut bawahan.

Menurut Robbins, dalam Sutrisno (2010:140), bahwa organisasi
adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah
batasan yang relativ dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang
relativ terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau
sekelompok tujuan.

Selanjutnya menurut Robbins, dikoordinasikan dengan sadar

mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti, bahwa unit itu
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terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain.
Pola interaksi yang diikuti orang di dalam organisasi tidak begitu saja
timbul, melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Pola interaksi itu harus
diseimbangkan dan diselaraskan, namun juga memastikan bahwa tugas-
tugas yang kritis telah diselesaikan.

Organisasi merupakan komponen kedua administrasi. Organisasi
dapat disoroti dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu sebagai wadah dan sebagai
proses interaksi.

1) Organisasi sebagai wadah
Menyoroti organisasi sebagai wadah berarti melihatnya dari
paling sedikit ada tiga sudut pandang, yaitu:

a. Melihat organisasi sebagai suatu struktur melalui jabatan-jabatan
manajerial, pelembagaan, jaringan informasi dan komunikasi, dan
hubungan antar satuan kerja.

b. Menyoroti organisasi sebagai wadah juga berarti melakukan analisis
terhadap berbagai tipe organisasi untuk kemudian dipilih dan
digunakan tipe yang dianggap paling tepat.

2) Organisasi sebagai proses interaksi

Teori administrasi yang mutahir menekankan bahwa betapa pun
pentingnya pemahaman yang tepat tentang hakikat organisasi sebagai
wadah yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah organisasi
sebagai suatu proses antara satu orang dengan orang yang lain dalam
suatu satuan kerja lainnya dalam organisasi. Bahkan juga interaksi
antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Interaksi merupakan
keharusan karena dalam pelaksanaan tugas dan penuaian kewajiban,
organisasi mutlak perlu dikemudiankan berdasarkan pendekatan
kesisteman. Pendekatan kesisteman antara lain berarti bahwa selalu
terdapat interperdansi antara satu-satuan kerja dengan sifat simbiosis
mutualis, yang berarti bahwa dalam pelaksanaan tugas yang berbeda-
beda keterkaitan yang saling menguntungkan harus diwujudkan dan
dipelihara.

b. Wewenang
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Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, maka kepada para
petugas atau pejabat harus dilimpahi oleh wewenang. Sebagai konsekuensi itu
harus disertai dengan definisi pertanggung jawaban yang sepadan. Wewenang
yang dilimpahkan meliputi wewenang untuk menjalankan tugasnya,
wewenang untuk memerintahkan bawahannya dan wewenang untuk kebutuhan
fasilitas yang digunakan. Atasan harus sepenuhnnya percaya kepada bawahan
yang dilimpahi wewenang itu mampu untuk dilaksanakan dengan baik.

Menurut Alex. S. Nitisemito, (1981) Untuk kelancaran dalam
memberikan wewenang maka ada beberapa teknis khusus untuk melakukan
pelimpahan wewenang :

1. Tentukan dulu sasaran

2. Tentukan tanggung jawab dan otoritas

3. Berikan motivasi pada bawahan

4. Haruslah bawahan merampungkan pekerjaan.
5. Beritakan latihan

6. Lakukan pengendalian

Seorang manajer atau seorang pimpinan perusahaan sebagai mansuia
mempunyai waktu, kemampuan dan perhatian yang sangat terbatas maka
tidaklah mungkin seorang pimpinan itu dapat melaskanakan tugasnya sendiri,
sungguhpun pimpinan itu harus bertanggung jawab akan pelaksanaan
tugasnya dengan sebaik mungkin.

Karena hal tersebut di atas, maka seorang manajer perlu
mendelegasikan sebagian tugas kepada bawahannya.

Pendelagasian wewenang adalah suatu pelimpahan hak atau kekuasaan
pimpinan terhadap bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan
sekaligus meminta pertanggung jawaban atas penyelesaian tugas-tugas
tersebut.

Dengan demikian, menurut James, A.F.Stoner, (1996) jika seorang
manajer mendelegasikan tugasnya kepada bawahan maka ia harus
mendelegasikan kekuasaannya yang artinya jika seorang diserahi tugas untuk
melaksanakan suatu tugas tertentu, ia bertanggung jawab dalam melaksanakan

tugas tersebut.
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c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah, keadaan
wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut
Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul,
menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya.

Tanggung jawab merupakan salah satu sikap terpuji yang ada pada diri
manusia. Sikap terpuji atau sikap tanggung jawab tersebut dapat terus
membaik ataupun dapat tergeser dari setiap individu akibat faktor eksternal.

Karena tanggung jawab pasti berada didalam diri manusia dan kita.

B. Definisi Operasional

Menurut Azwar (2003:73), Definisi operasional adalah suatu definisi
mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel
tersebut yang dapat diamati. Adapun definisi dari variabel-variabel yang ada di

dalam penelitian ini adalah :

1. Pentingnya Fungsi Koordinasi
Fungsi koordinasi yang dimaksudkan adalah fungsi organisasi yang
dijalankan oleh semua bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada
di Kantor Distrik Gamelia yang saling berhubungan satu sama lain dalam
menunjang pekerjaan untuk mencapai tujuan.
Adapun indikator daripada Fungsi Koordinasi adalah sebagai berikut :
a) Kerjasama
Kerjasama merupakan kepedulian satu orang atau satu pihak dengan
orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang
menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan
adanya norma yang mengatur, makna kerjasama dalam hal ini adalah
kerjasama dalam konteks organisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi

untuk mencapai tujuan organisasi (seluruh anggota).

b) Komunikasi
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Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi
atau pesan antara dua orang atau lebih dengan cara yang efektif, sehingga

pesan yang dimaksud dapat dimengerti.

¢) Pendelegasian
Pendelegasian merupakan proses penugasan, wewenang dan

tanggung jawab kepada bawahan .

. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas adalah kewajiban kerja yang harus dilaksanakan oleh
setiap Aparat Kantor Distrik Gamelia dalam menjalankan administrasi dan
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sekitarnya. Adapun
indikator yang digunakan untuk melihat pelaksanaan tugas Aparat Distrik

Gamelia adalah :

a) Pekerjaan Administrasi Kantor
Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang
manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b) Wewenang
Pendelagasian wewenang adalah suatu pelimpahan hak atau
kekuasaan pimpinan kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas-
tugasnya dengan sekaligus meminta pertanggung jawaban atas

penyelesaian tugas tersebut.

¢) Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban /keharusan

untuk dilaksanakan apa yang menjadi kewajiban dalam organisasi.

. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian menggambarkan keterkaitan hubungan antara

variabel pentingnya fungsi koordinasi sebagai variabel bebas dengan variabel
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pelaksanaan tugas sebagai variabel terikat. Keterkaitan hubungan kedua variabel itu

digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

Pelaksanaan Tugas
Pegawai (Y)

Pentingnya Fungsi
Koordinasi (X)

Pekerjaan
Kerjasama Komunikasi Pendelegasian Administrasi Wewenang Tanggung
Kantor Jawab

Pada gambar 2.1, terlihat bahwa pentingnya fungsi koordinasi (variabel X)
dengan indikator kerjasama, komunikasi, dan pendelegasian akan memberikan
pengaruh pada pelaksanaan tugas (varibel Y) yang dilihat dari indikator pekerjaan
administrasi kantor, wewenang dan tanggung jawab. Pelaksanaan tugas pegawai di
Kantor Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya dapat terlaksana apabila pentingnya

fungsi koordinasi dapat dijalankan sesuai dengan indikator yang dimilikinya.

BAB III
METODE DAN TEKNIK PENELITIAN
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A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian
Yang akan menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kantor Distrik Gamelia
Kabupaten Lanny Jaya.
2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini adalah kurang lebih selama 2 (dua) bulan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk memecahkan masalah dalam
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2007:11)
penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat
perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Menurut Saifuddin Azwar (2007:6) penelitian deskriptif kuantitatif
melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif kuantitatif, yaitu
menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah
untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar
faktualnya sehingga semuannya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang
diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak secara terlalu
dalam. Kebanyakan pengolahan datanya didasarkan pada analisis presentase dan
analisis kecenderungan (trend).

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
Pentingnya Fungsi Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai di Kantor Distrik
Gamelia Kabupaten Lanny Jaya, di mana penelitian ini akan menjelaskan tentang
fenomena dan fakta sosial yang terjadi secara obyektif di lapangan, maka jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan

tentang Pentingnya Fungsi Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
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Populasi adalah seluruh jumlah obyek penelitian. Pengertian tersebut
terungkap dalam pendapat Arikunto (1998:115), bahwa “Populasi adalah
keseluruhan obyek penelitian™.

Menurut Sugiyono (2004:72), Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai Kantor Distrik
Gamelia Kabupaten Lannya Jaya yang berjumlah 17 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan wakil dari populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat
Arikunto (1998:117) bahwa, sampel adalah sebagian atas wakil populasi yang
diteliti.

Sugiyono (2004:73) berpendapat bahwa, sampel adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi cara penarikan
sampel yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan sampling jenuh.
Sampling jenuh menurut Sugiyono (2009:96), adalah teknik penentuan sampel
bila anggota populasi digunakan sebagai sampel disebabkan karena populasi
berjumlah kurang dari 30 orang. Dengan demikian, sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah 17 orang.

D. Instrument Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan
(kuisioner) dengan menggunakan skala likert. Alternatif jawaban yang ada pada
kuisioner adalah :

a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini diperlukan cara pengumpulan data yaitu
pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Untuk

teknik pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan menentukan
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tercapainya pemecahan masalah secara valid dan realibel, yang pada gilirannya
memungkinkan dirumuskannya generalisasi yang obyektif. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka (Librarry Research)

Penelitian pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui
perpustakaan, baik berupa buku-buku literatur, diktat-diktat, bahan kuliah,
peraturan-peraturan, Undang-Undang dan sebagainya yang memuat keterangan
tentang masalah yang dibutuhkan dalam pembahasan ini.

2. Penelitian Lapangan (field Research)

Penelitian lapangan yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui
pengamatan langsung di lapangan atau memperoleh data secara langsung
terhadap obyek yang diteliti dengan menempuh cara-cara sebagai berikut :

a) Observasi
Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui
pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian
yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa, keadaan
atau situasi yang sedang terjadi Nawawi (1995:96). Jadi dalam usaha
pengumpulan data, penulis mengadakan peninjauan dan pengamatan secara
langsung di lokasi penelitian.
b) Kuisioner / Angket
Kuisioner/angket adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat pertanyaan lisan atau pertanyaan tertulis dalam
bentuk pilihan ganda dengan menggunakan skala likert yang diberikan kepada
pegawai di Kantor Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya yang kemudian

dijawab berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada kuisioner tersebut.

F. Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh melalui sejumlah instrumen penelitian dianalisis dengan
menggunakan teknik analisa deskriptif kuantitatif. Melalui analisas ini, hasil
penelitian dideskripsikan atau diuraikan untuk memperoleh gambaran yang lengkap
terhadap kondisi subyek penelitian. Analisa data kuantitatif dilakukan sesuai dengan

pemahaman intelektual yang dibangun atas pengalaman empiris atas data, fakta,
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informasi yang telah dikumpulkan dan disederhanakan dalam bentuk tabel distribusi
frekwensi.
Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan rumus sebagai berikut :

F
P= X 100%

n
Dimana :
P = Presentase jawaban responden
F = Frekwensi jawaban responden
n = Jumlah sampel

100% = Nilai konstan
Langkah selanjutnya diberikan predikat yang diukur dengan menggunakan

presentase dan interprestasikan dengan kata-kata atau kalimat.

Adapun predikat tersebut adalah :

1. Kategori baik (76 —100%)
2. Kategori cukup (56 —75%)
3. Kategori kurang (40 —55%)
4. Kategori kurang sekali (<40%)

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
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Keadaan Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Distrik Gamelia
Seperti telah diketahui bahwa pada tahun 1991, Distrik Gamelia berhasil

dimekarkan dari Distrik Makki, sesuai dengan Udang-Undang Nomor 12 tahun 1974 tentang
(pengwujudnyataan pelaksanaan suatu administrasi hingga menjadi kenyataan) atas usulan
pemekaran Distrik Gamelia dari Distrik Induk (Makki) dari Kabupaten Jayawijaya melalui
peraturan pemerintah kota administratif Kabupaten Jayawijaya yang meliputi: Distrik Makki,
aspirasi masyarakat dapat memisahkan dari Distrik Makki serta telah terjadi perubahan
status Desa Gamelia menjadi Distrik Gamelia dengan serasi Distrik-distrik lain di Kabupaten

Jayawijaya.

Pada tahun 1996 dilantik sebagai Camat/Kepala Wilayah Distrik Gamelia yaitu Yonni
Yarangga, masa kerjanya selama 3 tahun dari tahun 1996 sampai tahun 1999 diganti lagi

seterusnya sampai sekarang berumur kurang lebih 19 tahun.

2. Letak Distrik Gamelia
Distrik Gamelia adalah sebuah Distrik dari Kabupaten Lanny Jaya yang merupakan

hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus

Nomor 21 Tahun 2001.

Distrik Gamelia berbatasan dengan: sebelah Timur Distrik Makki, kemudian di sebelah

Barat Distrik Yiluk, sebelah Selatan Distrik Guna, dan sebelah Utara Distrik Karu.

3. Organisasi Pemerintahan Distrik Gamelia
Adapun struktur organisasi pemerintahan pada Distrik Gamelia dapat dilihat pada

bagan di bawah ini.

a. Bagan Struktur Organisasi Distrik Gamelia

Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi

Kepala

Kelompok Jabatan 38 Sekretaris




................ Garis Koordinasi
Garis Komando

Sumber : Kantor Distrik Gamelia, Tahun 2015

b. Deskripsi Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Menurut peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 28 Tahun 2009, Tentang
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
Pada bab Il Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, masing-masing dapat dijabarkan sebagai

berikut :

1. Kedudukan
Pasal 2 ayat 1 dan 2 : (1) Distrik merupakan perangkat daerah kabupaten
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan
dipimpin oleh Kepala Distrik; (2) Kepala Distrik berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas pokok dan Fungsi
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Pasal 3 ayat 1, 2, 3 da 4 : (1) Distrik mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi
pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat
yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Kepala Distrik
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : (a) mengorganisasikan
kegiatan pemberdayaan masyarakat; (b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum; (c) mengkoordinasikan penerapan dan
penegakkan peraturan perundang-undangan; (d) mengkoordinasikan pemeliharaan
sarana dan fasilitas pelayanan umum; (e) mengkoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat distrik; (f) Pembinaan penyelenggaraan kampung dan
kelurahan; (g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan; (h)
pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dan rumah tangga distrik; (i)
pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan,
rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan
penyelenggaraan serta kewenangan lain yang dilimpahkan, (3) pelimpahan urusan
pemerintahan sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan
keputusan Bupati; (4) pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana disebut dalam
ayat (3) pasal ini dapat dilimpahkan kepada Lurah setelah mendapat pertimbangan dari

Bupati.

c. Deskripsi Pelaksanaan Tugas

1.

2.

3.

Kepala Distrik

Kepala Distrik dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai
penjabaran tugas sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Distrik, berdasarkan

pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati.

Sekretaris Distrik
Sekretaris Distrik dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai
penjabaran tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan

dan perlengkapan serta laporan kegiatan kantor.

Seksi Pemerintahan
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Seksi Pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai
penjabaran tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis dibidang

pemerintahan umum.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas merumuskan

dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masayarakat.

5. Seksi Kesejahteraan
Seksi Kesejahteraan dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai
uraian tugas yaitu merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis serta

peningkatan di bidang kesejahteraan sosial.

6. Seksi Pelayanan Umum
Seksi Pelayanan Umum dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai
penjabaran tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis serta peningkatan

di bidang pelayanan umum.

7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

teknis pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

b. Setiap kelompok dalam jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

¢. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Kampung
Kampung adalah sasaran utama penerima manfaat baik dari pemerintah pusat
maupun daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka

mensejahterakan masyarakat setempat (program pemerintah di berbagai bidang).

d. Tata Kerja
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Dalam melaksanakan tugasnya kepala distrik melakukan koordinasi atas instansi
vertikal dan otonom di distrik. Pimpinan setiap satuan organisasi wajib bekerja sama
dengan pimpinan satuan organisasi lain di bawah kepala distrik sesuai dengan tugas masing-
masing. Pimpinan setiap satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan distrik wajib
memimpin bawahannya serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengawasan bagi

pelaksanaan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris distrik dan kepala-kepala urusan wajib
melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan
apabila terjadi penyimbangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
ketentuan yang berlaku serta membuat laporan secara berkala pada waktunya. Laporan-
laporan tersebut diterima oleh pimpinan, selanjutnya diolah dan dipergunakan sebagai

bahan penyusunan laporan ke tingkat atas yang dikoordinasikan dengan kepala distrik.

Sedangkan kepala urusan menyampaikan laporan kepada sekretaris distrik sesuai
dengan bidang tugasnya dan sekretaris menampung laporan, mengolah menyusun laporan
tersebut. Pada tingkat akhir kepala distrik selaku kepala wilayah tingkat distrik
menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan pula kepada satuan
organisasi lainnya secara fungsional yang mempunyai hubungan kerja di tingkaat distrik.
Laporan-laporan tersebut dibuat secara berkala, tahunan dan serta laporan akhir masa

jabatan bagi kepala distrik itu sendiri.

4. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Distrik Gamelia sangat padat, terbesar 22.288 pada beberapa

kampung yang ada di Distrik Gamelia. Jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Keadaan Penduduk Distrik Gamelia

No. Nama Kampung Jenis Kelamin Jumlah

Laki-laki Perempuan
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1. | Gamelia 1.221 1.100 2.321
2. Pirawun 796 635 1.431
3. Piwunggun 1.178 827 2.005
4. Wupi 671 759 1.430
5. | Gukopi 1.010 1.030 2.013
6. | Ayafopa 1.500 521 2.021
7. | Ondika 1.319 793 2.112
8. Ekapame 1.003 1.012 2.015
9. | Yugumabur 1.305 709 2.014
10. | Pindalo 918 205 1.123
11. | Salemo 1.008 1.104 2.112
12. | Yundani 627 704 1.331

Jumlah 12.556 9.732 22.288

Sumber Data : Kantor Distrik Gamelia, Tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk Distrik Gamelia adalah
22.288 orang, dimana jumlah penduduk yang terbanyak adalah Kampung Gamelia 2.321 orang,
Kampung Pindalo 2.123 orang, Kampung Ondika 2.112 dan Kampung Salemo 2.112 orang.

Keadaan Obyek Penelitian
1. Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan.

Keadaan responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Frekwensi Persentase (%)

1. | SD - 0,00

2. | SLTP 1 5,88

3. | SMA/SMK 9 52,94

4. | Sarjana Muda 4 26,52

5. | Sarjana 3 17,64
Jumlah 17 100,00

Sumber : Kantor Distrik Gamelia, Tahun 2015

Dari data yang terdapat pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa ternyata yang
meliputi latar belakang SMA/SMK yang sangat banyak di Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya,

yakni sebanyak 9 orang atau (5,88%) kemudian pada urutan kedua Sarjana Muda sebanyak 4
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orang atau (26,52%) kemudian Sarjana (S1) sebanyak 3 orang atau (17,64%) dan SD sebanyak 0
orang atau (0,00%).

2. Keadaan Responden Menurut Pangkat/Golongan.

Keadaan responden menurut pangkat/golongan pada Distrik Gamelia dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 4.3

Keadaan Responden Menurut Pangkat/Golongan

No. Golongan Frekwensi Persentase(%)

1. Gol. | 1 5,88

2. Gol. Il 9 52,94

3. Gol. Il 7 43,17

4, Gol. IV 0 0,00
Jumlah 17 100,00

Sumber : Kantor Distrik Gamelia, Tahun 2015

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Distrik Gamelia sebanyak 17 orang terdiri
dari Golongan | sebanyak 1 orang atau (5,88%), Golongan Il sebanyak 9 orang atau (52,94%),
Golongan lll sebanyak 7 orang atau (43,17%) dan Golongan 1V sebanyak 0 orang atau (0,00%).

3. Keadaan Responden Menurut Agama

Keadaan responden menurut agama pada Distrik Gamelia dapat dilihat pada tabel

berikut ini :
Tabel 4.4
Keadaan Responden Menurut Agama
No. Agama Frekwensi Persentase (%)
1. Islam 0 0,00
2. Kristen Protestan 17 100,00
3. Kristen Katolik 0 0,00
4, Hindu 0 0,00
5. Budha 0 0,00
Jumlah 17 100,00

Sumber : Kantor Distrik Gamelia, Tahun 2015
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Berdasarkan tabel 4.5, terlihat bahwa responden semuanya beragama Kristen Protestan.
Karena yang sedang bekerja di Distrik Gamelia adalah orang asli Papua tidak ada yang orang

pendatang/non Papua sehingga semuanya beragama Kristen Protestan.

4. Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin
Keadaan responden menurut jenis kelamin pada Distrik Gamelia dapat terlihat pada
tabel berikut ini :

Tabel 4.5

Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%)
1. Laki-laki 11 65,70
Perempuan 6 35,29
Jumlah 17 100,00

Sumber : Kantor Distrik Gamelia, Tahun 2015

Dari data yang terdapat pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin di
Distrik Gamelia laki-laki sebanyak 11 orang atau (65,70%) dan jenis kelamin perempuan

sebanyak 6 orang atau (35,29%).

BAB YV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian tentang fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas
pegawai pada Kantor Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya disajikan sebagai
berikut :
1. Variabel Fungsi Koordinasi
a. Indikator Kerjasama
Tanggapan responden tentang kerjasama yang baik di kantor disajikan

pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Tanggapan responden tentang kerjasama yang baik

No. | Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 5 29,41
2 | Sering 4 24,52
3 | Tidak pernah 8 47,05
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas terlihat, responden yang menjawab selalu
sebanyak 5 orang (29,41%), yang menjawab sering sebanyak 4 orang (24,52%)),
yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 8 orang (47,05%).

Tanggapan responden tentang kerjasama memberikan manfaat kepada

pegawai, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Tanggapan responden tentang kerjasama memberikan manfaat
kepada pegawai
No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 3 17,64
2 | Sering 5 29,41
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3 | Tidak pernah 9 54,94

Jumlah 17 100,00
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas terlihat, responden yang menjawab selalu
sebanyak 3 orang (17,64%), yang menjawab sering sebanyak 5 orang (29,41%),
yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 9 orang (54,94%).

Tanggapan responden tentang kerjasama senantiasa dilakukan dengan

semua rekan kerja, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Tanggapan responden tentang kerjasama senantiasa yang

dilakukan dengan semua rekan kerja di kantor

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 5 29.41
2 | Sering 7 42,17
3 | Tidak pernah 5 29,41
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, responden yang
menjawab selalu sebanyak 5 orang (29,41%), yang menjawab sering sebanyak 7

orang (42,17%), yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 5 orang
(29.,41%).

b. Indikator Komunikasi
Tanggapan responden tentang saling komunikasi antar pegawai,

disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.4
Tanggapan responden tentang senantiasa melakukan komunikasi kerja
dengan teman pegawai yang lain

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
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1 | Selalu 3 19,64

2 | Sering 5 29,41

3 | Tidak pernah 9 52,94
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa, responden yang menjawab
selalu sebanyak 3 orang (19,64%), yang menjawab sering sebanyak 5 orang
(29,41%), yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 9 orang (52,94%).

Tanggapan responden tentang saling membantu menyelesaikan
pekerjaan yang belum diselesaikan, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5

Tanggapan responden tentang saling mambantu dalam
menyelesaikan pekerjaan

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 3 18,64
2 | Sering 6 35,29
3 | Tidak pernah 8 47,05
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas terlihat, responden yang menjawab selalu
sebanyak 3 orang (18,64%), yang menjawab sering sebanyak 6 orang (35,29%),
yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 8 orang (47,05%).

Tanggapan responden tentang komunikasi yang dilakukan di kantor,

disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.6
Tanggapan responden tentang komunikasi yang dilakukan di kantor

dapat berjalan dengan baik

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 0 0,00
2 | Sering 7 42,17
3 | Tidak pernah 10 58,82
Jumlah 17 100,00
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Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa, responden yang menjawab
selalu sebanyak 0 orang 0,00%, yang menjawab sering sebanyak 7 orang

(42,17%), yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 10 orang (58,82%).

c. Indikator Pendelegasian
Tanggapan responden tentang pekerjaan yang dilakukan yang bukan

merupakan tugas pokok, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.7
Tanggapan responden tentang pekerjaan yang dilakukan yang
bukan merupakan tugas pokok

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 2 11,76
2 | Sering 6 35,29
3 | Tidak pernah 9 54,94
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, responden yang
menjawab selalu sebanyak 2 orang (11,76%), yang menjawab sering sebanyak 6
orang (35,29%), yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 9 orang
(54,94%).

Tanggapan responden tentang yang didelegasikan/serahkan kepada

setiap pegawai dapat diselesaikan, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel S. 8
Tanggapan responden tentang yang didelegasikan/diserahkan kepada
setiap pegawai dapat diselesaikan sesuai dengan petunjuk atasan
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No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 4 24,52
2 | Sering 5 29,41
3 | Tidak pernah 8 47,05
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa, responden yang menjawab
selalu sebanyak 4 orang (24,52%), yang menjawab sering sebanyak 5 orang
(29,41%), yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 8 orang (47,05%).

Tanggapan responden tentang yang pendelegasikan pekerjaan sering

dilakukan, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.9
Tanggapan responden tentang pendelegasian pekerjaan sering

dilakukan di tempat bekerja

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 4 24,52
2 | Sering 10 58,82
3 | Tidak pernah 3 18,64
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015
Pada tabel tersebut di atas terlihat, responden yang menjawab selalu

sebanyak 4 orang (24,52%), yang menjawab sering sebanyak 10 orang
(58.,82%), yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 3 orang (18,64%).

2. Variabel Pelaksanaan Tugas
a. Indikator Pekerjaan Administrasi Kantor
Tanggapan responden tentang hubungan dengan rekan lain dalam

melakukan pekerjaan yang kurang dipahami, disajikan pada tabel di bawah ini
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Tabel 5.10

Tanggapan responden tentang hubungan dengan rekan lain dalam

melakukan pekerjaan yang kurang dipahami

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 5 29,41
2 | Sering 3 19,64
3 | Tidak pernah 9 52,95
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, responden yang
menjawab selalu sebanyak 5 orang (29,41%), yang menjawab sering sebanyak 3
orang (19,64%), sedangkan yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 9
orang (52,95%).

Tanggapan responden tentang penyelesaian pekerjaan secara efisien dan

efektif, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 11
Tanggapan responden tentang penyelesaian pekerjaan
secara efisien dan efektif

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 6 35,29
2 | Sering 4 23,52
3 | Tidak pernah 7 42,17
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, responden yang
menjawab selalu sebanyak 6 orang (35,29%), yang menjawab sering sebanyak 4
orang (23,52%), sedangkan yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 7
orang (42,17%).
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Tanggapan responden tentang pekerjaan administrasi di kantor,

disajikan pada tabel di bawah ini :

Tanggapan responden tentang pekerjaan administrasi di kantor dapat
berlangsung dengan baik

Tabel 5. 12

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 5 29.41
2 | Sering 4 23,52
3 | Tidak pernah 8 48,05
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa, responden yang menjawab
selalu sebanyak 5 orang (29,41%), yang menjawab sering sebanyak 4, orang

(23,52%), dan yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 8 orang (47,05,%).

b. Indikator Wewenang

Tanggapan responden tentang adanya wewenang yang diberikan oleh

atasan pada pekerjaan tertentu, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 13
Tanggapan responden tentang wewenang yang diberikan atasan pada
suatu pekerjaan tertentu

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 2 12,76
2 | Sering 4 23,52
3 | Tidak pernah 11 65,70
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, responden yang
menjawab selalu sebanyak 2 orang (12,76%), yang menjawab sering sebanyak 4

orang (23,52%), dan yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 11 orang
(65,70%).
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Tanggapan responden tentang pertanggung jawaban wewenang yang

diberikan, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel S. 14
Tanggapan responden tentang pertanggung jawaban
wewenang yang diberikan

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 4 23,52
2 | Sering 4 23,52
3 | Tidak pernah 9 54,94
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, responden yang
menjawab selalu sebanyak 4 orang (23,52%), sedangkan yang menjawab sering
sebanyak 4 orang (23,52%), serta yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak
9 orang (54,94%).

c. Indikator Tanggung Jawab
Tanggapan responden tentang tugas pokok dan fungsi sesuai target yang

ditentukan, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 15
Tanggapan responden tentang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
target yang ditentukan

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 3 17, 64
2 | Sering 6 35.29
3 | Tidak pernah 8 48,05
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015
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Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa, responden yang menjawab
selalu sebanyak 3 orang (17,64%), yang menjawab sering sebanyak 6 orang
(35,29%), dan yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 8 orang (48,05%).

Tanggapan responden tentang tanpa menunda waktu dalam

penyelesaian pekerjaan, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 16
Tanggapan responden tentang tanpa menunda waktu dalam penyelesaian
pekerjaan
No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 1 6,88
2 | Sering 8 47,05
3 | Tidak pernah 8 47,05
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015
Pada tabel tersebut di atas terlihat, responden yang menjawab selalu

sebanyak 1 orang (6,88%), yang menjawab sering sebanyak 8 orang (47,05%),
serta yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 8 orang (47,05%).
Tanggapan responden tentang pekerjaan yang diberikan dapat

diselesaikan dengan dengan baik, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 17
Tanggapan responden tentang pekerjaan yang diberikan dapat
diselesaikan dengan baik

No. Kategori Jawaban Frekwensi Persentase (%)
1 | Selalu 6 35,29
2 | Sering 5 30,41
3 | Tidak pernah 6 35,29
Jumlah 17 100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, responden yang

menjawab selalu sebanyak 6 orang (35,29%), yang menjawab sering sebanyak 5
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orang 30,41%), dan yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 6 orang
(35,29%).

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka berikut ini akan
disajikan pembahasan mengenai 2 variabel, yaitu variabel fungsi koordinasi
(variabel bebas) dan variabel pelaksanaan tugas pegawai (variabel terikat) serta
indikator yang digunakan menilai kedua variabel tersebut.

1. Variabel Fungsi Koordinasi

a. Persentase nilai rata-rata untuk indikator kerjasama disajikan pada tabel di

bawah ini :
Tabel 5.18
Rata-rata nilai persentase indikator kerjasama
0
No Sub Indikator Paersentase Jelljwaban (A():
1 | Kerjasama yang baik 29,41 24,52 47,05
2 | Kerjasama memberikan manfaat 17,64 29,41 54,94
yang baik
3 | kerjasama senantiasa dilakukan 29,41 42,17 29,41
dengan semua rekan kerja di
kantor
Rata-rata (%) 25.48% | 32,03% | 43,8%

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (%) dari
kategori (a) adalah sebesar (68,33%), kategori (b) sebesar (3,33%,) dan kategori
(c) sebesar (43,8%).

Dengan demikian hasil tersebut dikatakan bahwa untuk kerjasama antar

sesama rekan kerja ternyata dikatakan selalu bekerjasama.

b. Rata-rata nilai persentase indikator komunikasi, disajikan pada tabel di bawah

ni :
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Tabel 5.19
Rata-rata nilai persentase indikator komunikasi
Persentase Jawaban (%)

No. Sub Indikator
a b C
1 | Saling k.omumka51 antar 19,64 29.41 52,94
pegawai
2 Salmg membantu menyelesaikan 17.64 3529 47,05
pekerjaan

3 | komunikasi yang dilakukan di
kantor dapat berjalan dengan 0,00 41,17 58,82
baik

Rata-rata (%) 12,42% | 35,29% | 52,93%
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, nilai rata-rata (%) dari
kategori (a) adalah sebesar (12,42%), kategori (b) sebesar (35,29%), dan
kategori (¢) sebesar (52,93%).

Dengan demikian hasil tersebut dikatakan bahwa untuk berkomunikasi
antar sesama rekan kerja ternyata dikatakan sering melakukan berkomunikasi

antar sesama pegawai.

c. Persentase nilai rata-rata untuk indikator pendelegasian, disajikan pada tabel di

bawah ini :

Tabel 5.20
Rata-rata nilai persentase indikator pendelegasian
Persentase Jawaban (%)
a b C

54,94 35,29 11,76

No. Sub Indikator

1 | Pekerjaan yang bukan

merupakan tugas pokok

2 | Penyelesaian pekerjaan sesuai

petunjuk

3 | pendelegasian pekerjaan sering

dilakukan di tempat bekerja 24,52 28,82 18,64
Rata-rata (%) 34,66% | 41,17% | 25,81%

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

24,52 29,41 47,05

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (%) dari kategori
(a) adalah sebesar (34,66%), kategori (b) sebesar (41,17%), sedangkan kategori
(c) sebesar (41,17%).
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Dengan demikian hasil tersebut dikatakan bahwa untuk pendelegasian
ternyata sering dilakukan.

Berdasarkan hasil pembahasan dari ketiga indikator, yaitu kerjasama,
komunikasi dan pendelegasian, maka selanjutnya adalah menginterpretasikan
variabel fungsi koordinasi melalui rekapitulasi persentase nilai rata-rata dari

ketiga indikator tersebut sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.21
Rata-rata nilai persentase variabel fungsi koordinasi

No. Indikator Pearlsentase Indikitor Jawaban (;%)
1 | Kerjasama 25,48 32,03 43,8
2 | Komunikasi 12,42 35,29 52,93
3 | Pendelegasian 34,66 41,17 25,81

Jumlah 72,56 108,49 122,54
Rata-rata (%) 24,18% 36,16% 40,84%

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, kerjasama,
komunikasi dan pendelegasian termasuk dalam predikat kurang. Jika dilihat
dari persentase jawaban untuk kategori selalu hanya (24,18%) dan kategori
jawaban sering juga hanya sebesar (36,16%), sedangkan kategori jawaban
tidak pernah adalah sebesar (40,84%). Keadaan ini memberikan arti bahwa

kerjasama, komunikasi dan pendelegasian belum maksimal.

2. Variabel Pelaksanaan Tugas Pegawai
a. Persentase nilai rata-rata untuk indikator pekerjaan administrasi kantor,

disajikan pada tabel di bawah ini :

57



Tabel 5.22
Rata-rata nilai persentase indikator pekerjaan administrasi kantor

No. Indikator Persentase Indikator Jawaban (%)
a b c
1 | Hubungan dengan rekan
lain ' dalam  melakukan 20,41 19, 64 52.95
pekerjaan  yang  kurang
dipahami
2 | Penyelesaian pekerjaan
secara efisien dan efektif 3329 23,52 42,17
3 | pekerjaan administrasi di
kantor dapat berlangsung | 29,41 23,52 48,05
dengan baik
Rata-rata (%) 31,37% | 22,22% 47,72%

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (%) dari
kategori (a) adalah sebesar (31,37%), kategori (b) sebesar (22,22%), dan
kategori (c) sebesar (47,72%).

Dengan demikian hasil tersebut dikatakan bahwa pekerjaan administrasi
kantor  ternyata dikatakan masih kurang sekali. Karena hasil rata-rata

menunjukkan bahwa nilai untuk selalu adalah sebesar (31,37%).

b. Rata-rata nilai Persentase untuk indikator wewenang, disajikan pada tabel di

bawah ini :
Tabel 5.23
Rata-rata nilai persentase indikator wewenang
1 0
No. Indikator Persentase Indikator Jawaban (%)
a b c
1 | Wewenang yang diberikan
atasan pada suata pekerjaan | 12,76 23,52 65,70
tertentu
2 | Pertanggung . Jawaban 23.52 23.52 52.94
wewenang yang diberikan
Rata-rata (%) 18,14% | 23,52% 59,32%

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015
Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (%) dari

kategori (a) adalah sebesar (18,14%), kategori (b) sebesar (23,52%), dan
kategori (c) sebesar (59,32%).
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Dengan demikian hasil tersebut dikatakan bahwa wewenang dan
pertanggung jawaban yang diberikan masih kurang sekali atau jauh dari

harapan.

c. Rata-rata nilai persentase unntuk indikator tanggung jawab, disajikan pada tabel
di bawah ini :

Tabel 5.24
Rata-rata nilai persentase indikator tanggung jawab

1 0
No. Indikator Pe;sentase In(lijlkator J awabin (%)
1 | Tugas pokok dan fungsi sesuai 17, 64 35.29 47.05
target
2 | Tanpa mepunda wa.ktu dalam 6.88 47,05 47,05
menyelesaikan pekerjaan
3 | Pekerjaan yang diberikan dapat
diselesaikan dengan dengan | 35,29 30,41 35,29
baik
Rata-rata (%) 19,93% | 37,58% 43,13%

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (%) dari
kategori (a) adalah sebesar (19,93%), kategori (b) sebesar (37,58%), sedangkan
kategori (c) sebesar (43,13%).

Dengan demikian hasil tersebut dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi
sesuai target serta tanpa menunda waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sering
melaksaakan namun banyak kendala yang dihadapi sehingga dalam pencapaian
tuyjuan belum maksimal. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam
melaksanakan tugas pentingnya adalah kerjasama yang baik agar dapat mencapai

tujuannya dengan baik.

Berdasarkan hasil pembahasan dari ketiga indikator, yaitu pekerjaan
administrasi kantor, wewenang dan tanggung jawab, maka variabel
pelaksanaan tugas akan diinterpretasikan melalui rekapitulasi rata-rata nilai
persentase dari ketiga indikator tersebut sebagaimana yang tercantum pada

tabel di bawah ini :
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Tabel 5.25
Rata-rata nilai persentase variabel pelaksanaan tugas

No. Indikator Persentase Indikator Jawaban (%)
A b c
1 Pekerjaan administrasi 31,37 22,22 47,72
2 | Wewenang 18,14 23,52 59,32
3 | Tanggung jawab 19,93 37,58 43,13
Jumlah 69,44 83,32 150,17
Rata-rata (%) 23,14 27,77 50,05%

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2015

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan
administrasi, wewenang dan tanggung jawab termasuk dalam predikat kurang.
Jika dilihat dari persentase jawaban untuk kategori selalu hanya (23,14%) dan
kategori jawaban Sering juga hanya sebesar (27,77%,) sedangkan kategori
jawaban tidak pernah adalah sebesar (50,05%). Keadaan ini memberikan arti
bahwa pekerjaan administrasi kantor, wewenang dan tanggung jawab tidak
mencapai hasil yang positif karena dalam pelaksanaan tugas sering mengalami

kesulitan dengan tukpoksi yang dimiliki oleh pegawai tersebut.
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A.

BAB VI
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
pentingnya fungsi koordinasi yang diukur dengan indikator kerjasama, komunikasi,
dan pendelegasian adalah termasuk dalam predikat kurang sekali. Hal ini dapat
dilihat dari persentase nilai rata-rata untuk kategori selalu adalah sebesar (24,18%)
dan untuk kategori sering (36,16%) sedangkan kategori tidak pernah adalah sebesar
(40,84%). Jadi jelaslah dapat diketahui bahwa fungsi koordinasi yang diukur dengan
indikator kerjasama, komunikasi dan pendelegasian tidak jalan sesuai dengan apa

yang diharapkan oleh kantor tersebut.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas yang diukur dengan indikator pekerjaan
administrasi kantor, wewenang, dan tanggung jawab adalah termasuk juga dalam
predikat kurang sekali. hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata persentase, yaitu
untuk kategori selalu adalah (23,14%), kategori sering adalah (27,77%) sedangkan
untuk kategori tidak pernah adalah (50,05%).

B. Saran

Sebagai masukan  kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah

Kabupaten Lanny Jaya, maka saran dari hasil penelitian ini1 adalah :

1.

Kiberja pegawai di Distrik Gamelia perlu ditingkatkan melalui fungsi koordinasi

terutama kerjasama antara staf dan kepala distrik.

. Pendelegasian tugas hendaknya senantiasa diberikan kepada staf yang mempunyai
kapasitas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan.

. Diperlukan pengetahuan administrasi yang baik bagi pegawai untuk dapat
menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

. perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana

yang ada dalam menunjang pekerjaan, juga tentang kinerja kepala distrik.
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KUISIONER

I.

II.

Lampiran 1.
IDENTITAS RESPONDEN

Nomor Responden
Umur
Pangkat/Golongan
Pendidikan

Masa kerja

Jabatan
Suku
Agama

Status Perkawinan

KUISIONER PILIHAN GANDA
Petunjuk Pengisian :

Mohon Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan berikut dengan cara
melingkari huruf dari salah satu alternatif jawaban yang tersedia, sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu yang berkaitan dengan pentingnya fungsi koordinasi dengan

pelaksanaan tugas oleh pegawai kantor ini.
A. Pentingnya Fungsi Koordinasi (Variabel Bebas)

Kerjasama
1. Apakah Bapak/Ibu melakukan kerjasama yang baik yang berhubungan
dengan pekerjaan di kantor?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah

2. Apakah kerjasama yang dilakukan itu memberikan manfaat kepada semua
pegawai yang ada di kantor ini?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah
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3. Apakah kerjasama senantiasa dilakukan dengan semua rekan kerja di kantor?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah

Komunikasi
4. Apakah Bapak/Ibu senantiasa melakukan komunikasi kerja dengan teman
pegawai yang lain?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah
5. Selain komunikasi yang Bapak/Ibu lakukan dengan rekan se kantor, apakah
Bapak/Ibu juga saling membantu dalam hal pekerjaan yang belum atau tidak
dapat diselesaikan?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah
6. Apakah komunikasi yang dilakukan di kantor dapat berjalan dengan baik?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah

Pendelegasian
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada pekerjaan yang pernah diberikan kepada
pegawai dari atasan yang bukan merupakan tugas pokok Bapak/Ibu?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah
8. Apakah pekerjaan yang didelegasikan/diserahkan kepada setiap pegawai
dapat diselesaikan sesuai dengan petunjuk atasan?
a. Selalu

b. Sering
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c. Tidak pernah
9. Apakah Bapak/Ibu pendelegasian pekerjaan sering dilakukan di tempat
bekerja?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah

. Pelaksanaan Tugas (Variabel Terikat)

Pekerjaan Administrasi Kantor
10. Apakah Bapak/Ibu melakukan pekerjaan senantiasa melakukan hubungan
dengan rekan lain untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah
11. Apakah pekerjaan yang dilakukan itu dapat diselesaikan secara efisien dan
efektif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah
12. Apakah pekerjaan administrasi di kantor dapat berlangsung dengan baik?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah

Wewenang

13. Apakah Bapak/Ibu biasanya diberikan wewenang oleh atasan pada suatu
pekerjaan tertentu?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah

14. Apakah wewenang diberikan kepada Bapak/Ibu biasanya dipertanggung
jawabkan dengan baik?

a. Selalu
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b. Sering
c. Tidak pernah

Tanggung Jawab
15. Apakah Bapak/Ibu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan
target yang telah ditetapkan sebelumnya?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah

16. Apakah pekerjaan yang Bapak/Ibu lakukan dapat diselesaikan tanpa
menunda waktu?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah
17. Apakah pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan dengan baik?
a. Selalu
b. Sering
c. Tidak pernah
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Lampiran 2: Data Hasil Penelitian
Pertanyaan :1

Variabel Pentingnya Fungsi Koordinasi

Kategori Jawaban
No.
Selalu Sering Tidak Pernah

1 v
2 v
3 v
4 N
5 v
6 v
7 v
8 v
9 v
10 v
11 v
12 v
13 v
14 N
15 v
16 v
17 v

Jumlah 5 4 8

68




Pertanyaan :2

Variabel Pentingnya Fungsi Koordinasi

Kategori Jawaban
No.
Selalu Sering Tidak Pernah

1 v
2 v
3 v
4 N
5 v
6 v
7 v
8 v
9 v
10 v
11 v
12 v
13 v
14 N
15 v
16 V
17 v

Jumlah 3 5 9
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Pertanyaan :3

Variabel Pentingnya Fungsi Koordinasi

Kategori Jawaban
No.
Selalu Sering Tidak Pernah
1 v
2 v
3 v
4 N
5 v
6 v
7 v
8 v
9 v
10 v
11 v
12 v
13 V
14 v
15 V
16 v
17 v
Jumlah 5 7 5
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Pertanyaan :4
Variabel Pentingnya Fungsi Koordinasi

No. Kategori Jawaban
Selalu Sering Tidak Pernah

1 v

2 v

3 v

4 \

5 V

6 v

7 V

8 v

9 v

10 v

11 v

12 v

13 v

14 v

15 v

16 v

17 v
Jumlah 3 5 9
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Pertanyaan :5
Variabel Pentingnya Fungsi Koordinasi

Kategori Jawaban

No.
Selalu Sering Tidak Pernah

1 \

2 N

3 \

4 N

5 N

6 v

7 N

8 V

9 \

10 N

11 \

12 N

13 N

14 N

15 N

16 \

17 N
Jumlah 3 5 8
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Pertanyaan : 6
Variabel Pentingnya Fungsi Koordinasi

Kategori Jawaban
No.
Selalu Sering Tidak Pernah

1 v
2 v
3 v
4 \
5 v
6 v
7 v
8 v
9 v
10 v
11 V
12 v
13 v
14 \
15 v
16 v
17 v

Jumlah 0 7 10
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Pertanyaan : 7
Variabel Pelaksanaan Tugas
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Pertanyaan : 8

Variabel Pelaksanaan Tugas
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Pertanyaan : 9

Variabel Pelaksanaan Tugas
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Pertanyaan : 10

Variabel Pelaksanaan Tugas
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Pertanyaan : 11

Variabel Pelaksanaan Tugas
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Pertanyaan : 12

Variabel Pelaksanaan Tugas

Zz
e

Kategori Jawaban

Selalu

Sering

Tidak Pernah

p—

<] 2] 2] <2

O 0| | O | Bl W] N

<] 2] 2] <2

[S—
=

p—
—

[S—
\]

[S—
(8

[S—
AN

p—
N

[a—
D

17

2 2] 2] 2] 2] 21 2| 2

Jumlah

o0

79




Pertanyaan : 13
Variabel Pelaksanaan Tugas
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Pertanyaan : 14

Variabel Pelaksanaan Tugas
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Pertanyaan : 15
Variabel Pelaksanaan Tugas
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Pertanyaan : 16

Variabel Pelaksanaan Tugas
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Pertanyaan : 17

Variabel Pelaksanaan Tugas
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